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Menimhang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,

hahwa guna penyernpumaan pelayanan jaminai kesehatan yang menyelurnh
bagi masyarakat di Kabupatem Situbondo, terutama magyamkat miskin yang
tidek termasuk  dalam  Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMASYIPKMM yang dibiayai olch Anggaran Pendapatan dan
Belanjz Negara {APBN), khususnya dalam hal mekanisme kiaim pelayanan
keschatan di Rumsh Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Kabupaten
Situbondo dipandang perlu diadakan Perubahsn Atas Peraturen Bupati
Sitbondo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistemn Jaminan Kesehatan
Magyarakat Daersh (JAMKESMASDA) Kabupaten Situbondo Program
Anggaran Pendapeian dan Belanja Dracrah {APBI).

1. Undeng-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19,
Tembahan Lentharan Megara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1992 tentang Jaminan Sodial Tenaga
Kerja (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tabun 1992 Momor 14,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahum 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indomesin Tabun 1992 Nemor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3495);

4. Undeng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lemberan Negamm Republik Indopesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahen Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik [ndonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan
Tembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4355)

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenfukan Peraturan
Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
204 Nomor 53, Tambahan [embaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 438Y);

7. Undang-Undang MNomor 15 Tabun 204 tentang Pemernksaan,
Pengelolaan dap Tanggung Jawab Kevangan Negara {Lesnbarzm Negera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambshan Lambuaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Proktik Kedokteran
{Lemharan Neparn Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tumbghun |.embaron Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahom 2004 schapaimana telsh beherapa kali
diubah terakhir dengan Undang-{indang Nomor 12 Taham 2008 tentang
Perubabian Kedua Atas Undang-Undang Nowor 32 Tabum 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Le¢mbaras Negara Republik Indopesia Tabmn 2008
Momor 539, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
48441y,

16, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

| 1. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaban Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-tindang Nomww 40 Talkm 2004 tertmp Sistern Jaminen Sosial
Nasiomal (Lembaran MNegam Fepublik Indonesia Talwn 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negaen Republik Indonesia Nomor 4456},

3. Pesbrom  Penwrintzh  Nomor 28 Tahun 1972 terntang Perubahan Nama
dan Pemindzhan Tempat Kedudukan Pemerintsh Dasrah Kabupeten Panarukan
(Lerntaran Megma Republik Indonesia Talun 1972 Nomor 38);

14. Peranuran  Pernerintah Nomew 32 Tahon 1996 tentang Tenagn Keschatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Talm 1996 Nomor 42, Tambsehan
Lembaran Negara Republik Indonesiz Narnor 3637);

15, Peratuem  Pemserintah Nomor 58 Tahun 2005 tentung Pengelolamn
Keuangan Dacrah (Lembargn Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomur 140, Tambshan Lembaran WNegara Republik [ndonesia
Nomor 4578}

16, Peraluran Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintakan Antara Pemerintah, Peroeriatahan Dzerah Propinsi, dan
Pemerintnhan  Tiagrah Kabupaten/®ota {Lembaran Negara Republik
Indonesia Talwm 2007 Nomer 82, Tembahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomwor 571/Menkes/Per/VIL 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
sebagaimana telah diubah denpan Peraturan Memeri Keschatem Nomor
568/ Menkes/Per/VL/1996 tentang Penyelenggaragn Program Jaminan
Pemeltharman Keschatan Masyarakat;

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Momar 13 Talm 2006 tentang
Pedoman Pengelolasn Keuanpan Daerah sehapaimana telah dinbah
dengen Peranman Menteri Datam Negert Nomoar 59 Tabun 2007 1eoteng
Perubahan Alas Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 1] Tabun 2006
tentang Pedoman Pengelolamn Keuangen Dasrah;

19. Peraturan Memnteri Keschatan Nemor 741 Tahun 2008 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

20. Peratran Menteri Kesehatan Nomor 316/Kep/MenkesV/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin;

21, Keputusan Mewnizni Keschatan Nomer 228 Tahun 2002 teniang Pedoman
Stander Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan
Draerah:

22. Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;

23, Peraturan Gubermnur Provinsi Jawa Timar Nomor 4 Tabun 2009 ientang
Sigtetn Jaminan Keschatan Dacrah di Jaws Timur;

24, Peraturan Deerah Kabupeten Situbondo Nomor 1 Tahum 2006 tentemp
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaien
Situbondo Tahun 2606 — 2010 {Lembaren Dacrah Kabupaicen Situbondo,
Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peratiran Doerah
Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Peruhahan Atas
Petataran Daerah Kabupaten Siubondo Nomor 1 Tabun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPIMD) Kabupaten
Sitvbondo Tahun 2006-2010 (Lembaran Dsersh Kabupaten Situbondo
Tahun 2000 Nomaor D4},

25. Peraturen Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahen 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Kenangan Daerah (Lembaran Daersh
Kabupaten Situbonde Tabus 2008 Nomoer 13); ;

26. Peraturan Bupati Situbonedo Nomor 38 Tabun 2009 tenteng Sistem dan
Prosedur Pengelolasn Kevengan Dasrah Pemeriniah Kabupaten
Sithondo.

MEMUTUSKAN :

PERATURAMN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN SITUBONDO
PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD).



Pazai 1

Bebetapa ketentuan dalam Peraturan Bupefi Siiubondo Nomor 2 Tabun
2010 temang Sisten  Jaminan Kesshatan Masyarskat  Daerah
JAMEKESMASDA) Kebupaten Situbondo Program Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBLY) diubah sebagai berikut

1.

Kelenluan Pasal 1 angka 6 diubah, schingps berbunyi sebagsi berikout :
Tim Pengelole Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaicn
Situbondo, vang selanjutnya disebm Tim Pengelola adalah tim
pelaksana yang bergifat sementars (s Aoc) sampai dibentuknya Badan
Penysienggara (Bapei).

. Ketentuan Pasal 4 ayat diubah, schingga keseluruhan Pasal 4 berbumyi

sebagai berilout ;

(1} Pengelalasan Sistem JAMKESMASDA di Kahopaten Situbondo
dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sistem Jaminen Keschatan
Masyarakat Daerah Kabupaten Situbondo;

(2) Keanggotaen Tim Pengelola sebagaimsna dimaksud pada ayst (1)
meliputi  Dinas Kesehatsn Kabupaten Situbondo dan Dinas
Pengelolaan Keuangan Diasrah Kabupaten Sitbando;

{3) Tim Pengelola schagaimana dimsksud pada ayat (1) mempunvai
tugas pokok scbagai beriku -

a. mengadaken PES dengan PPE i dalamy den/steu di luar
Kabupaten Situbonde datam Provinsi Jawas Timur guna
Kabupaten Situbondo;

b. Dinas  Kesechatan  Kabupaten — Situbonds  beriugas
mengkoordinastkan teknis adrinistrasi dan verifikasi pelayanan
kesehatsn di PPK;

¢. Dinas Pengelolaan Keusngan Dacrah Kabupaten Situbondo
bertugas membayar klaim pelayanan kesehatan PPK yang iclah
layak bayar.

(4) Unuk membantu tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} Idnas Kesehaiom Kabupaien Situbondo memmjuk
verifikator khusus yang bertugas untuk melaksapakan verifikasi
administrasi  kepesertasm, pelayamsn  dan  keuangan  sistem
JAMEESMASDA,

Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (4) ayat (5}, ayat (6) dan ayal

(8) diubah, schingps keseluruhan Pacal 8 berbunyi scbagai berikus :

(1) Pola dan besar pembayaran tarifl pelayansn kesehatan dari Tim
Pengelola kepada PPK dilakukan atas dasar kesepakatan kedus befsh
pihak yang teruang dalam PKS, desgan besaran tarif
JAMKESMASDA mengacu pada peraturan perondang-undangzn
yang herdaku yeng menpatur tentang tarif pelayanan kesehatan
khususnya bagi masyarskat miskin dan/stau tarif sistern paket



pelayanan keschartan lwinnya yaitu fmdomesian Diognostic Relared

Grouk (INA DR(:} / Endonesian Case Base Groubs (INA CRGs)

(2} Pembavaran biaya pelayanan kesehatan di PPK dilakukan dengan
cara klaim peiayanan, yang sebelumnya dilakukan verifikasi
pelayanan yang dikoordinasikan oleb Tim Pengelala.

(3) Tata cara klaim dana pelayanan kesehatan rawat jalan dan pelayanan
keschatan lainnya di Puskesmas dan jaringannya adalah sebagai
berilat :

a. Puskesmas membuat rekapituiasi hasil pelayanan keschatan
paling lama sctiap I¢ (sepuluh) hari sekali dan dilaporkan ke
Tim Pengelota;

b. Tim Pengelola mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi klaim
yang telah diajukan dae selamjutnya akan membayar biaya
pelayenan keschatan tersebut sesuai dengan hasil verifikasi dati
rekapitulasi pebayanan Puskesmas tersebut;

c. Selanjuinya Puskesmas berkewsjiban uniunk menyetorkan dena
hasil klaim tersebut ke Kas Daerab Kabupeten Situbondo sebagai
pendapaten pelayenan di Puskesmas dalam jangka waktu paling
lama 10 {scpuluh) hari.

{4) Selain menyetorken dans klaim pelayanan JAMKESMASDA yang
meliputi pelayanan rawst jalan, rawat Jnap, tindaken medik,
pertolongan persalinan, dan one day care maka penyetoran dana ke
Kas daerah lminnys harus difakukan Puskesmas terhadap pendapaian
yang diperoleh dan pelayanan keschatan begi masyarakat non

{5) Tata cara klaim dana pelayanan keschatan di PPK dalam program
JAMKESMASDA hamus dilengkapi dengan rekapitulasi Surat
Pertanggumgjawaban {SPT) yang sesuai dengan peraturan pernumdang-
undangan yang berlaku danfatey sesuai keteniuan dalam program
Jaminan Keschatan Masyarskat (JAMKESMAS), dengen ketentuan
lampiran SPJ pelayanan dapat disimpan di PPK ferscbut.

(6) Pombayaran biaya pelayapan keschatan di PPK tngkat lenjutan
dilakukan dengan cara mengajukan klaim pelayanen ke Tim
Pengelola setisp bulan, yang terlebib daholu Jdilekukan verifikasi
oleh verifikator intermal Rumah Sakit dan selanjutnya dilakukan
verifikasi oleh verifikator kbesus yang dianjuk oleh Tim Pengelola,
dengan ketentusn klaim di PPK yang lavak bayar dan telah
ditandatangani oleh Kepala PPK tngkat lanjutan den verifikator
khusius JAMKESMASDA.

(7) Tagihan kiaim binya pelayanan kesehatan yang lebih dari 3 {tipa)
bulan dari pemberian pelayanan untuk rawat jelan dan rawat inap di
Rumsh 3akit sejak pasien keluar Rumah Sakit dinyatakan kadaluarsa
daty tidak dapat dibayarkan.



(8) Tim Pengelola medatui verifikator khusus berhek melakukan
verifikasi atas tagihan klaim yang diterimanya dan biaya pelayanan
kesehatan yang layak bayar aken dibayarken ke PPK tingkat lanjutan
sesuai dengan ketemtuan teknis kevangan yang berlaku dan/atau
sesuai dalam progran: JAMKESMASDA.

(9} Tim Pengelola wajib membayarkan tegihan klaim pelayanan
keschatan kepada PPK peling lama 30 (tigapuluh} han scjak tagihan
klaim diterima.

(1th Dalam hal tagihan klaim pembayaran belum diverifikasi dan
dilakukan pembayaran oleh Tim Pengelola sampai dengan jengka
waktu Jebih dari 30 {liga puluh) har, maka Tim Pengelola wajib
membayarkan seluruh tagihan klaim kepada PPK tanpa diverifikasi
paling lama 7 (tujub) hari terhitung sejak hari ke 30 (tiga pulueh}.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglcan.

Agar setiap orang dapat menpetebuinya, memerintehkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalem Berita Daecrah
Kabuparen Stoubondo.

Ditetapkan di Siobondo
Pedatanggal | } '8 2011
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